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PUTUSAN

Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Bky

A a1 A e

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili pada
tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan
Satpam(jaga malam), tempat tinggal di Kota
Singkawang, sebagai Pemohon;
melawan
TERMOHON, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan lbu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Singkawang,

sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 15 Juli
2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan
Nomor 0243/Pdt.G/2016/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada

tanggal 13 Februari 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Roban, Kota Singkawang, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :
XXXXXXXXX, tanggal 17 Februari 2003;

2. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah
melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai 2(dua) orang anak namun yang 1 orang anak telah meninggal
dunia, yang bernama ANAK 1, lahir tanggal 28 Nopember 2003 dan yang
masih hidup bernama ANAK 2 lahir tanggal 8 Pebruari 2008, sekarang
anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon sampai sekarang;

4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon
harmonis namun sejak bulan juni 2015, Pemohon dan Termohon dirasakan
sudah tidak harmonis lagi;

5. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan
Termohon karena Termohon suka menjalin hubungan asmara dengan

gonta ganti pasangan banyak lelaki;
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6. Bahwa terakhir Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain
namun laki-laki tersebut tidak diketahui namanya dan menurut informasi
dari Termohon bahwa Termohon sudah menika dengan laki-laki tersebut;

7. Bahwa, Pemohon dan pihak keluarga sudah berusaha mencari keberadaan
Termohon tetapi tidak di ketahui sampai sekarang;

8. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah
tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama
Termohon dan memilih untuk bercerai;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bengkayang Cqg. Majelis Hakim agar segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak
terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Bengkayang;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
138 Kompilasi Hukum Islam (untuk panggilan pertama), lalu Pemohon
menyatakan bahwa Termohon telah kembali ke rumah bersama, dan panggilan
terhadap Termohon dialamat Pemohon, namun pihak Termohon tetap tidak

hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
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kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh

suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak

hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar
dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil, maka
selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon vyang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti berupa:

A. Surat
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tanggal 17 Februari

2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Roban,
Kota Singkawang, telah dilakukan pemetereaian dan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P);

B. Saksi

Bahwa di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi
sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat
tinggal di Kabupaten Sambas saksi adalah adik kandung Pemohon, Saksi
tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah belasan tahun yang lalu;
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- Bawa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang
anak, 1 meninggal dunia dan 1 masih hidup;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah orang tua Termohon;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis,
namun beberapa tahun yang lalu sudah mulai kurang harmonis dan sejak
1 tahun terakhir hubungan Pemohon dan Termohon semakin parabh;

- Bahwa penyebabnya karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan
laki-laki lain, bahkan akhir-akhir ini Termohon telah dibawa lari oleh laki-
laki tersebut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut;

- Bahwa hal tersebut saksi ketahui dari cerita ayah dan ibu kandung
Termohon saat saksi pergi ke rumah orang tua Termohon untuk
menanyakan keberadaan Termohon, juga dari Pemohon serta cerita anak
mereka;

- Bahwa saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Termohon telah dibawa laki-
laki tersebut ke Sambas, sebelum pergi ke Sambas Termohon mengirim
SMS bahwa Termohon ingin menjenguk temannya yang sakit, namun
setelah di cek ternyata Termohon tidak berada ditempat tersebut;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan
Termohon bertengkar;

- Bahwa saksi sudah berusaha mencari keberadaan Termohon, dengan
bertanya kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi mereka tidak

mengetahui keberadaan Termohon;
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- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak
berhasil;

2. SAKSI| 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan,

bertempat tinggal di Kota Singkawang, saksi adalah tetangga Pemohon,

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada

pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi bertetangga dengan Termohon sudah puluhan tahun dan

bertetangga dengan Pemohon sejak mereka menikah;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di
rumah orang tua Termohon;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua
orang anak, satu telah meninggal dunia dan yang masih hidup 1 orang;

- Bahwa saksi lihat rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik
saja, tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hanya saja saksi
dengar Termohon pergi dari rumah dengan seorang laki-laki;

- Bahwa saksi mendengarnya baru 2-3 bulan terakhir;

- Bahwa yang lainnya tidak ada lagi hanya itu saja;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon, namun tidak

berhasil;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, Pemohon

menyatakan telah cukup;
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Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang
pada intinya tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis
dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, yang merupakan akta otentik
yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti Pemohon dan
Termohon adalah suami istri yang sah sehingga keduanya berkedudukan
hukum yang benar sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal
138 Kompilasi Hukum Islam (untuk panggilan pertama), lalu Pemohon
menyatakan bahwa Termohon telah kembali ke rumah bersama, dan panggilan
terhadap Termohon dialamat Pemohon, namun pihak Termohon tetap tidak
hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai
kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh
suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak
hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa
rumah tangga pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2015
rumah tangga Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis disebabkan
Termohon menjalin hubungan asmara dengan banyak laki-laki. Bahwa terakhir

menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun tidak diketahui siapa
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namanya bahkan menurut informasi Termohon telah menikah dengan laki-laki
tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak
hadir sehingga tidak dapat memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan
Pemohon, karena itu majelis hakim menilai Termohon secara diam-diam

mengakui dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, di
samping bukti P atas, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa meskipun dianggap telah mengakui secara diam-
diam, terlebih dahulu pengadilan mendengarkan orang-orang terdekat dari
Pemohon untuk dinilai apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon
tidak harmonis, sehingga karenanya perceraian harus ada cukup alasan bahwa
antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri, sesuai
ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan, maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang
bernama SAKSI 1XXXXX dan SAKSI 2XXXXXXXXX untuk membuktikan
kebenaran alasan perceraiannya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di
persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah mengenai
peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber
pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama
lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materil

sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;
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Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan
dengan bukti P serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon
ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
orang tua Termohon;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah memiliki 2 orang anak, 1
orang telah meninggal dunia, sedangkan 1 orang lagi masih hidup;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun
sejak Juni 2015 tidak harmonis lagi;

- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis adalah
Termohon menjalin hubungan dengan beberapa laki-laki dan sekarang
telah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan
tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa ternyata permohonan Pemohon
telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana ketentuan
Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berpendapat bahwa perkawinan antara suami isteri in casu, Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada keharmonisan, hingga akhirnya Termohon pergi
meninggalkan Pemohon tanpa seizin Pemohon pergi dengan laki-laki lain
bahkan Termohon dikabarkan telah menikah, maka dapat dinyatakan

perkawinan tersebut telah broken (pecah) dan tidak mungkin lagi Pemohon dan
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Termohon bersatu, apalagi saat ini Termohon telah menikah dengan laki-laki
lain, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan sebagaimana ketentuan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah
dan rahmah, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa prinsip “marriage breakdown” atau pecahnya
perkawinan telah menjadi yurisprudensi, oleh karena itu apabila perkawinan
tersebut telah pecah dan kedua belah pihak sudah menghendaki bercerai maka
tidaklah mungkin secara hukum dipaksakan kepada keduanya untuk bertahan
dalam ikatan perkawinan, karena justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak
sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri atau akan mendatangkan
kemadharatan bagi keduanya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim
perlu mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, Al-Fatawa,
Halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim,

sebagai berikut:
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Artinya, “Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan
dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya tidak
harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi.”

Menimbang, bahwa telah terbukti, Pemohon dan Termohon belum pernah
bercerai, karenanya talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak yang

pertama dan karena Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan
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suami isteri (ba'da dukhul), karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 118
Kompilasi Hukum Islam, talak Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu
raj’i, hal mana sesuai dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat al-Bagarah
ayat 229 yang berbunyi:
Ol Fgpudsl g ad Hlsls 070 3L
Artinya:“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara y:
Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi
didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan izin menjatuhkan
talak terhadap Termohon dapat dikabulkan sesuai maksud ketentuan Pasal 70
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal

16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun Termohon telah
dipanggil secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan
verstek sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
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Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 Ayat 5 Kompilasi Hukum
Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama
Bengkayang untuk menyampaikan salinan penetapan terjadinya talak setelah
Pemohon mengucapkan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana
Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat
Nikah dimana pernikahan dilangsungkan agar perceraian Pemohon dan
Termohon tersebut dicatat dalam daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk dalam bidang
perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang

berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
datang menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Bengkayang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk

mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkawang Tengah,

Kota Singkawang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 416000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada Hari Kamis tanggal 08
September 2016 M bertepatan dengan tanggal 6 Zulhijah 1437 H oleh kami
Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.l sebagai Ketua Majelis, Acep Sugiri,
S.Ag, M. Ag dan Arsyad, S.H.I masing-masing sebagai Anggota Majelis,
putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Zunainah Zaudji,

sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
ANGGOTA MAJELIS KETUA MAJELIS
TTD TTD
1. Acep Sugiri, S.Ag.,M. Ag Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I
TTD
2. Arsyad, S.H.I

PANITERA PENGGANTI

TTD

Zunainah Zaudiji
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Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran - Rp 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon : Rp  325.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

5. Biaya Redaksi . Rp 5.000,-

Jumlah : Rp 416.000,-
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